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Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan  
Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan,  
Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. 
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(QS. Alam Nasyrah: 5-8) 
 
Ingatlah, hanya dengan mengingat Allahlah  hati menjadi tenteram 
(QS. Ar Raa’d: 28) 
 
Waktu ALLAH selalu tepat, nantikan dengan penuh kesabaran 
(NN) 
 
ALLAH tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya 




Penulisan Hukum ini Aku Persembahakan Kepada : 
 Allah  SWT Dan Nabi Nabi Muhhamad SAW 
 Kedua Orang Tuaku yang Aku Hormati dan      Aku 
Sayangi 
 Ketiga Kakakku yang selalu sayang sama Aku dan 
selalalu mendukung Aku 
KATA PENGANTAR 
 
 Puji syukur hanya kehadirat Allah SWT, pemilik segala cinta dan kasih 
sayang yang senantiasa selalu mencurahkannya kepada kita semua. Salam dan 
shalawat kepada Rasulullah Muhammad, SAW. 
Alhamdulillahirobbil’alamin…. 
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PERATURAN DAERAH. (Studi di DPRD Kabupaten Sukoharjo). Fakultas 
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Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan  bagaimana 
Pelaksanaan Fungsi Legislasi di DPRD Sukoharjo dan Tata Cara Pembentukan 
Peraturan Daerah Di Kabuparen Sukoharjo beserta hambatan –hambatanya. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif. Data Penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dan sumber 
data diperoleh dari anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo, sekretaris DPRD 
Kabupaten Sukoharjo dan bahan pustaka yang meliputi Peraturan Perundang-
undangan yaitu UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan literatur-
literatur yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu SK DPRD No. 
170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten 
Sukoharjo.  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tekhnik analisa 
kualitatif meliputi perencanaan, pengumpilan data, pengolahan data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan dari hasil penelitian, Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten 
Sukoharjo dalam Pembentukan Peraturan Daerah, yaitu bahwa dalam 
pelaksanaanyafungsi legislasi di DPRD Kabupaten Sukoharjo telah sesuai dalam 
SK DPRD Kabupaten Sukoharjo Nomor 170/17/DPRD/XI/2004 tentang 
Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo. Dimana sebenarnya dalam 
pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sukoharjo tidak mengalami suatu 
hambatan, tetapi hanya terhalang oleh tidak adanya staf ahli yang mendampingi 
anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo. Karena Sekretaris DPRD Kabupaten 
Sukoharjo belum menunjuk seorang staf ahli, karena terhambat oleh anggaran di 
DPRD Kabupaten Sukoharjo. Sehingga yang membahas suatu raperda di DPRD 
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A. Latar Belakang 
 
Dalam Pembukaan UUD 1945 serta dalam setiap ketentuan 




Pemerintah Daerah telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara 
Kesatuan. Untuk memperjelas dan mempertegas gagasan Negara Kesatuan 
sebagai ketentuan hukum, maka dirumuskan lagi dalam UUD 1945 Pasal 1, 
ayat (1) yaitu “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk 
Republik ”. Negara Republik Indonesia memiliki banyak kekayaan dalam dan 
budaya antar daerah yang tidak boleh diseragamkan dalam struktur Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan demi mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat dan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, maka 
Republik Indonesia dibagi dalam beberapa daerah. Pembagian tersebut 
merupakan konsekuensi yang logis dari sistem desentralis yaitu adanya 
penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dalam sistem desentralistis 
yaitu adanya penyerahan wewenang  pemerintahan oleh Pemerintah kepada 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dalam 
Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ni’Matul Huda, 2006: 31). 
Setiap daerah otonom berarti diberi hak, wewenang/ kewajiban untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan penentuan peraturan perundang-undangan  
disebut dengan otonomi daerah (BN Marbun, 2005: 15). 
Maka dari perwujudan asas desentralisasi tersebut yang mana 
pemberian hak otonomi kepada daerah berpegang pada prinsip yang nyata dan 
dapat bertanggung jawab dengan diberikannya hak otonomi tersebut kepada 
daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masing-masing 
daerah (BN Marbun, 2005: 16). 
Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 jo UU No.12 tahun 2008  tentang 
Pemerintahan Daerah pasal 2 menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah  provinsi dan daerah provinsi itu 
dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan 
daerah” . 
Sesuai  dengan UU No.32 tahun 2004 jo UU No.12 tahun 2008  
tentang Pemerintahan Daerah pasal 19 dijelaskan bahwa dalam 
1 
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“Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD“ . 
Dalam tugasnya DPRD tidak menjadi satu dengan kepala daerah tetapi DPRD 
dipisahkan dari Kepala Daerah. Kedudukan DPRD, kabupaten/ kota 
merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai 
lembaga pemerintahan daerah kabupaten/ kota (BN Marbun, 2005: 18). 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga  legislatif sebagai 
perwakilan rakyat daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah yang bekerja sama dengan kepala daerah untuk memajukan 
pemerintahan daerah berdasarkan demokrasi pancasila (BN Marbun, 2005: 
32). 
Maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan 
wewenang untuk membentuk suatu peraturan daerah yang dibahas bersama. 
Suatu rancangan peraturan daerah itu dapat berasal dari DPRD, Gubernur atau 
Bupati/ Walikota (Ni’matul Huda, 2006: 71). 
Rancangan Peraturan Daerah menjadi peraturan daerah dapat dibagi 
dalam dua proses dimana yang satu sama lain agak berbeda, tetapi wujudnya 
sama-sama Peraturan Daerah, yaitu sbb: 
1. Pembahasan rancangan peraturan daerah di luar anggaran daerah. 
2. Pembahasan rancangan peraturan daerah menyangkut anggaran daerah 
(APBD) (Jimly Asshiddiqie, 2007: 106). 
Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi 
daerah provinsi/ kabupaten/ kota, dan atau peraturan daerah tidak boleh 
bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. Maka dalam pembentukan peraturan daerah 
masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan/ tertulis dalam rangka 
penyiapan/ pembahasan rancangan peraturan daerah. Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah sebagai pemegang fungsi legislatif memiliki peranan yang 
penting dalam pembentukan peraturan daerah. 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka Penulis tertarik 
untuk menyusun Penulisan Hukum dengan Judul “Pelaksanaan Fungsi 
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Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan 
Daerah (Studi Di DPRD Kabupaten Sukoharjo Periode 2004-2009)” . 
 
B. Perumusan Masalah 
Adapun untuk memperjelas permasalahan yang hendak penulis teliti, 
maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam tata cara pembentukan peraturan 
daerah ? 
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam 
pembentukan peraturan daerah? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Bahwa dalam setiap penelitian yang dilakukan mempunyai suatu 
tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitiannya agar 
tidak terlepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. 
Maka tujuan dari penelitian yang hendak penulis lakukan yaitu : 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam tata cara 
pembentukan peraturan daerah. 
b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan 
fungsi legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Sukoharjo dalam pembentukan peraturan daerah. 
 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk mengembangkan dan menambah wawasan, pengetahuan dan 
pemahaman dari penulis mengenai fungsi dari DPRD Kabupaten 
Sukoharjo dalam membentuk suatu peraturan daerah. 
 14 
b. Untuk mendapatkan data sebagai bahan utama dalam penyusunan 
penulisan hukum guna melengkapi persyaratan untuk meraih gelar 
kesarjanaan di Bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dengan adanya suatu Penelitian diharapkan dapat memberikan 
manfaat, terutama di bidang Ilmu Pengetahuan yang berhubungan dengan 
penelitian  tersebut baik untuk diri sendiri ataupun masyarakat luas. Maka 
adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Bahwa hasil dari penelitian dapat memberikan tambahan bagi Ilmu 
Hukum, umumnya pada hukum Tata Negara dan pada khususnya 
mengenai fungsi legislasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Sukoharjo dalam pembentukan peraturan daerah. 
b. Hasil Penelitian dapat digunakan untuk menambah kajian  penelitian 
selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahun bagi masyarakat luas 
untuk dapat mengetahui sebenarnya fungsi legislasi dari DPRD 
Kabupaten Sukoharjo dalam pembentukan peraturan daerah. 
b. Untuk mengetahui dan dapat menambah pola pikir tata cara 
pembentukan suatu peraturan daerah di Kabupaten Sukoharjo. 
E. Metode Penelitian  
Adapun metode Penelitian  yang digunakan oleh penulis dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan 
hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris.                                                                                     
Pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian 
terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat suatu penelitian 
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yang berusaha untuk mengidentifikasikan hukum dan melihat efektifitas 
hukum yang terdapat di dalam masyarakat, dengan maksud untuk 
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau 
gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986: 51). 
Dimana penulis meneliti secara langsung pada kantor DPRD 
Kabupaten Sukoharjo tentang pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam 
pembentukan peraturan daerah. 
 
2. Sifat Penelitian 
Penulisan hukum ini termasuk sifat penelitian deskriptif yaitu 
untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan 
atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas 
hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperawat teori-teori 
lama, atau didalam kerangka menyusun teori baru (Soerjono Soekanto, 
1984: 10). 
Penelitian deskriptif keberadaanya dimaksudkan untuk 
memberikan data yang menggambarkan kemudian dianalisis guna 
menjawab permasalahan yang ada. Sehingga dalam penelitian ini penulis 
mencoba untuk mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana 
pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Sukoharjo dan tata cara 
dalam pembentukan peraturan daerah, serta untuk mengetahui hambatan – 
hambatanya dalam pelaksanaannya. 
                                                                                                                                                     
3. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana penelitian ini 
dilaksanakan guna memperoleh keterangan-keterangan  informasi dan data 
yang diperlukan dalam penelitian yang sedag diteliti oleh peneliti. Maka 
dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di kantor DPRD 
Kabupaten Sukoharjo, sebagai tempat untuk memperoleh data-data yang 
menunjang mengenai fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam 
pembentukan peraturan daerah. 
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4. Jenis Data 
Jenis data yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan 
hukum ini adalah sebagai berikut: 
a. Data Primer  
  Data yang berupa fakta atau keterangan secara langsung dari 
sumber data untuk tujuan Penelitian sehingga diharapkan penulis dapat 
memperoleh hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dimana 
data yang dikumpulkan berasal dari sejumlah keterangan atau fakta-
fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian di lapangan, 
yaitu melalui wawancara secara langsung pada anggota DPRD yaitu; 
Bapak Sukardi Budi Martono, S.H., Bapak Puguh Sutarto, S.H., Bapak 
Dwi Jatmoko, S.Sos., S.H., M.Hum., dan Sekwan DPRD Kabupaten 
Sukoharjo Bapak Lasiman, S.H., M.M. 
b. Data Sekunder 
  Data yang diperoleh  secara tidak langsung  melalui bahan-bahan 
studi kepustakaan yang berupa sejumlah pendapat, teori dengan cara 
mempelajari bahan-bahan berupa buku-buku, dokumen-dokumen,  
laporan-laporan, arsip literatur, peraturan perundang-undangan dan 
lain sebagainya yang berhubungan dengan obyek penelitian. Yaitu UU 
No.32 tahun 2004 jo UU No.12 tahun 2008  tentang Peraturan Daerah, 
UU No.10 tahun 2004 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-
Undangan, Keputusan DPRD Kabupaten Sukoharjo Nomor 
170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD 
Kabupaten Sukoharjo.  
 
5. Sumber Data 
Sumber data yang diperoleh  dari sumber-sumber data, yaitu dari  
sumber data primer dan sumber data sekunder 
a. Sumber Data Primer 
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  Sumber data primer dalam penelitian ini ialah anggota DPRD 
Kabupaten  Sukoharjo yang menjalankan fungsi legislasi dalam 
membentuk peraturan daerah di Kabupaten Sukoharjo. 
b. Sumber Data Sekunder 
  Sumber data sekunder dapat berupa bahan pustaka yang meliputi 
peraturan perundang-undangan yaitu UU No.32 Tahun 2004 jo UU 
No.12 tahun 2008  tentang Pemerintahan Daerah, arsip dokumen dan 
literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti 
yaitu Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2004 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD dan Surat Keputusan DPRD 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 170/17/DPRD/XI/2004 tentang 
Peraturan Tata Tertb DPRD Kabupaten Sukoharjo. 
 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
a. Wawancara 
  Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data dengan cara 
mengadakan tanya jawab secara langsung dengan informan yang 
tujuannya untuk mendapatkan  keterangan atau data yang berguna dan 
dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya pada kantor DPRD 
Kabupaten Sukoharjo. 
 Wawancara ini dilakukan dengan lisan atau percakapan langsung 
tanpa alat tulis atau dengan cara tertulis atau menggunakan alat atau 
instrumen pembantu.  Secara tertulis menggunakan daftar pertanyaan 
berstruktur ataupun daftar pertanyaan tentang permasalahan yang 
disiapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan 
wawancara dengan pihak yang berkompeten yaitu pada Sekretariat 
DPRD Kabupaten Sukoharjo dan beberapa anggota DPRD. Metode 
melalui wawancara ini dilakukan dalam rangka memperoleh data-data 
primer. 
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b. Studi Kepustakaan 
  Penelitian dengan cara pengumpulan data dengan jalan membaca, 
mempelajari, mengkaji, menelaah, membuat catatan yang diperlukan 
dan buku-buku, literatur, Perundang-undangan, arsip, dokumen dan 
sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
 
7. Teknis Analisis Data 
Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah berikutnya 
adalah menganalisis data. Pada tahap analisis data ini dikenal pula teknik-
teknik tertentu. Teknik analisa data yang digunakan berkaitan dengan jenis 
penelitian yang dilakukan. Sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan 
mengenai pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan 
peraturan daerah di Kabupaten Sukoharjo.  
Teknis analisis data yang dipakai peneliti dalam penelitian ini 
adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara menganalisis 
data deskriptif, sehingga pernyataan atau perilaku nyata yang didapatkan 
dari sumber data dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh. Pengertian 
model interaktif tersebut adalah bahwa data yang terkumpul akan 
dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan 
kemudian menarik kesimpulan. Selain itu, dilakukan pula proses siklus 
antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpulkan 
















   Gambar : Interactive Model Of Analysis 
 
Kegiatan komponen ini dapat dijelaskan sebagai berikut:  
a. Reduksi Data 
Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada 
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 
muncul pada catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung 
terus menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan 
akhir lengkap tersusun (HB Sutopo, 2002: 97). 
b. Penyajian Data 
Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan 
(HB Sutopo, 2002: 97). 
c. Penarikan Kesimpulan 
Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti 
benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi 
yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan-
kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, 
tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, 
meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. 
Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 
berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang 
melintas dalam pemikiran penganalisis selama ia menulis, atau 
mungkin dengan seksama dan makan tenaga dengan peninjauan 
kembali (HB Sutopo, 2002: 97). 
d. Model analisis ini merupakan proses siklus data interaktif. Penulis 
harus bergerak diantara empat bab sumbu kumparan itu selama 
pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan 
Kesimpulan 
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reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan selama sisa waktu 
penelitiannya (HB Sutopo, 2002: 98). 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika 
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, 
maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika 
penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap bab terbagi dalam sub-
sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan permasalahan terhadap 
keseluruhan hasil penelitian, maka sistematika keseluruhan penulisan hukum 
ini sebagai berikut : 
 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini memberikan gambaran penulisan hukum 
mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini dan sistematika penulisan hukum. 
 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang 
demokrasi di Indonesia, pengertian umum tentang pemerintahan 
daerah, perangkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
fungsi legislasi dalam DPRD dan tata cara persiapan 
pembentukan peraturan daerah. 
 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab 
permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu fungsi dari 
DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam pembentukan peraturan 




BAB IV : PENUTUP 
Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban-jawaban 
permasalan yang menjadi yang menjadi objek dari penelitian dan 
saran yang didasarkan pada kesimpulan. 
 





























A. Kerangka Teori 
1. Demokrasi di Indonesia 
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Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dimana setiap 
negara hukum berarti menganut prinsip demokrasi atau kedaulatan  rakyat 
yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan 
keputusan kenegaraan. Bahwa hukum peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/ 
atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan 
prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum dimaksudkan untuk menjamin 
kepentingan semua orang tanpa terkecuali secara adil. Artinya negara 
hukum (rechtsstaat) yang ditetapkan di sini bukanlah “absolute 
rechtstaat” tetapi “democratische rechsstaat”  atau negara hukum yang 
demokratis (http://jimly.com/pemikiran/view/4.html, Solo: 22-03-08). 
Sistem politik di Indonesia merupakan sistem demokrasi. 
Demokrasi berasal dari Yunani kuno yaitu “Demo”’ berarti rakyat dan 
“Kratein” berarti kakuasaan/ berkuasa, maka arti dari keseluruhan adalah 
sistem pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dari rakyat dan untuk 
rakyat sehingga rakyat ikut berperan serta di dalam pemerintahan. 
Dalam keikutsertaan di pemerintahan demokrasi ada 2, yaitu: 
a. Demokrasi Langsung 
 Dapat dilihat demokrasi langsung yaitu bahwa dimana 
rakyat ikut serta secara langsung di dalam pemerintahan. Hal 
tersebut dapat ditegaskan pada adanya pemilihan Presiden dan 
Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur ataupun Pemilihan 
Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. 
 
 
b. Demokrasi Tak langsung 
Dapat dilihat dimana rakyat dalam memilih wakil-wakilnya 
yang akan duduk di badan perwakilan. Hal tersebut dapat dilihat 
dari para anggota-anggota legislatif yang duduk dalam 





Sistem Politik yang demokratis adalah dimana 
kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-
wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-
pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik 
dan diselenggarakan dalam suasana terjaminya kebebasan politik 
(Ni’matul Huda, 2000: 70). 
Negara Republik Indonesia merupakan menganut sistem 
demokrasi pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila-sila di 
dalam Pancasila, hal tersebut dapat terlihat pada sila ke IV yaitu 
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/ perwakilan”. Dapat dilihat hakekat dari 
demokrasi pancasila berdasarkan dari sila “Pancasila bahwa 
demokrasi yaitu : 
a. Berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
b. Berkemanusiaan Yang Adil dan Beradab 
c. Mempertahankan Persatuan Indonesia. 
d. Menuju kepada atau mencapai Keadilan Sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia (Drs. Pamudji, 1981: 18). 
 Dalam demokrasi dilandasi oleh beberapa nilai-nilai, yaitu : 
a) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara 
melembaga 
b) Menjamin terselenggarakannya perubahan secara damai 
dalam  suatu masyarakat yang sedang berubah 
c) Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur 
d) Membatasi Pemakaian kekerasan sampai minimum 
e) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman 
dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman 
pendapat, kepentingan, serta tingkah laku 
f) Menjamin tegaknya keadilan (Ni’matul Huda, 2005: 218). 
Maka untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi tersebut 
perlu diselenggarakan beberapa lembaga, yaitu : 
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(1) Pemerintahan yang bertanggung jawab. 
(2) Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili 
golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan 
dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan 
umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar 
sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi. 
(3) Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau 
lebih partai politik. 
(4) Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan 
pendapat. 
(5) Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak 
asasi dan mempertahankan keadilan (Ni’matul Huda, 
2005: 245). 
Demokrasi pancasila mempunyai tujuan yang dasarnya 
sama dengan tujuan dari bangsa Indonesia, yaitu tercantum dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia keempat, 
yaitu: 
(a) Melindungi segenap bangsa Indonesia. 
(b) Memajukan kesejahteraan umum 
(c) Mencerdaskan kehidupan bangsa 
(d) Ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang 
berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
 
2. Pengertian Umum Tentang Pemerintahan Daerah 
1. Pengaturan Pembentukan Pemerintahan Daerah 
  Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam 
UUD Negara Republik Indonesia 1945. Negara Republik Indonesia 
mempunyai wilayah yang sangat luas, terdiri dari daerah yang 
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berpulau-pulau dan memiliki laut yang sangat luas, maka pemerintah 
pusat membagi kewenanganya kepada daerah-daerah otonom untuk 
mengurusi daerah otonomnya sendiri, sesuai dengan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.  
Pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi 
atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas 
kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu 
mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam UU. 
Berdasarkan ketentuan dalam pasal 18 UUD 1945 bahwa 
dasar permusyawaratan/ perwakilan tidak hanya terdapat pada 
pemerintah pusat, melainkan juga  pada pemerintahan tingkat daerah. 
Dengan kata lain pasal 18 UUD 1945 menentukan bahwa 
pemerintahan daerah dalam susunan daerah besar dan kecil harus 
dijalankan melalui permusyawaratan atau harus mempunyai badan 
perwakilan (Ni’matul Huda, 2006: 284). 
Maka dari ketentuan pasal 18 UUD 1945 tersebut dapat 
disimpulkan yaitu bahwa : 
1) Wilayah negara Indonesia akan dibagi dalam daerah-daerah baik 
daerah yang bersifat otonom maupun yang bersifat administratif. 
2) Daerah-daerah itu mempunyai pemerintahan. 
3) Pembagian wilayah dan bentuk dari susunan pemerintahannya 
ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. 
4) Dalam pembentukan daerah-daerah tersebut terutama daerah-
daerah otonom seperti desa, negeri, marga, dan sebagainya susunan 
pemerintahannya berdasar permusyawaratan dalam sistem 
pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah 
yang bersifat istimewa. 
Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pasal 18 UUD 
1945 maka disusunlah UU No. 32 tahun 2004 jo UU No.12 tahun 2008 
tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari UU No. 22 tahun 
 26 
1999 tentang Pemerintah Daerah karena tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan  
otonomi daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004 jo UU No.12 tahun 
2008 pasal 1 ayat (2): pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai 
mana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 
Maka berdasarkan hal tersebut hubungan antara Pemerintah Daerah 
dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan 
bersifat kemitraan. Jadi Pemerintah Daerah dan DPRD sama-sama 
bekerja sama dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan 
otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing. 
 
b.   Asas – Asas Pemerintahan Daerah 
Bahwa asas-asas pmerintahan daerah diatur dalam UU No. 32 
tahun 2004 jo UU No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. 
Namun di dalam perubahan pasal 18 ayat (2) UUD 1945, diterangkan 
dengan tegas bahwa dalam pemerintahan  daerah provinsi, daerah 
kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahannya menurut asas otonom dan tugas pembantuannya 
masing-masing. Hal tersebut menegaskan bahwa pemerintahan daerah 
adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Dimana daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya 
yang disertai  dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan 
otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan. 
Maka dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah 
didasarkan pada asas-asas : 
1) Asas Desentralisasi 
Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang 
pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk 
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mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Budiyanto, 2000: 
102). 
 Di kebanyakan pada negara berkembang, menunjukkan 
bahwa desentralisasi bukan merupakan langkah yang cepat untuk 
mengatasi masalah-masalah pemerintahan, politik dan ekonomi 
karena penerapannya tidak secara otomatis mengatasi masalah 
kekurangan tenaga kerja atau pengawal yang cakap/ rajin. 
Sehingga desentralisasi tidak menjamin bahwa jumlah sumber 
yang besar dapat dihasilkan di tingkat daerah. Disamping banyak 
pada negara-negara yang menggunakan desentralisasi tidak 
berhasil, namun ada juga negara lain yang berhasil menggunakan 
asas desentralisasi. Maka dalam hal ini sepenuhnya semua 
diserahkan pada masing-masing daerah baik dalam hal penentuan 
kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun dalam segi-segi 
pembiayaannya semua itu diserahkan pada perangkat daerah. 
 Pertimbangan asas desentralisasi juga karena pemerintah 
pusat lebih menekankan pada prinsip-prisip demokrasi, peran serta 
masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi 
dan keanekaragaman daerah ( Budiyanto, 2000: 103). 
 
2) Asas Dekonsentrasi 
Asas Dekonsentrasi adalah Pelimpahan wewenang 
Pemerintah Pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal 
tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah 
(Budiyanto, 2000: 103). 
 Berdasarkan pengertian tersebut maka tidak semua urusan 
pemerintahan dapat diserahkan pada daerah sesuai dengan asas 
desentralisasi, sehingga penyelenggaraan berbagai urusan 
pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh perangkat pemerintah di 
daerah berdasar asas dekonsentralisasi. Karena berdasarkan asas 
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desentralisasi bahwa segala urusan yang dilimpahkan pada 
pemerintah daerah beserta pejabat-pejabatnya merupakan tetap 
menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Pusat baik mengenai 
perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaannya. Hal tersebut 
dikoordinasikan oleh Kepala Daerah selaku perangkat dari 
Pemerintah Pusat tapi tetap kebijaksanaan dari asas 
dekonsentralisasi tersebut sepenuhnya tetap ditentukan untuk 
Pemerintah Pusat. 
 
3) Tugas Pembantuan 
Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah 
kepada daerah dan/ atau desa dari pemerintah provinsi kepada 
kabupaten/ kota dan/ atau desa serta dari pemerintah kabupaten/ 
kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dan 
mempertanggungjawabkan kepada yang memberi tugas                  
(Budiyanto, 2000: 105). 
Dapat dilihat bahwa tidak semua urusan pemerintahan 
dapat diserahkan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah 
tangganya sendiri.  Ada beberapa urusan pemerintahan yang tetap 
menjadi urusan pemerintah pusat. Hal ini jika dilihat dari segi daya 
guna dan hasil gunanya yaitu kurang dapat dipertanggung 
jawabkan apabila semua urusan pemerintahan pusat di daerah 
harus dilaksanakan sendiri oleh para perangkatnya di daerah, 
karena hal tersebut akan banyak memerlukan tenaga dan biaya  
yang sangat besar jumlahnya. Karena jika mengingat dari sifatnya 
berbagai urusan sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik tanpa 
dibantu oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Maka berdasar 
pertimbangan tersebut maka diberikan untuk dilaksanakannya 




3. Perangkat Daerah 
Dalam pelaksanaan penyelenggaraan dalam pemerintahan daerah 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD yang saling bekerja sama 
sebagai mitra untuk membangun pemerintah daerah yang lebih maju.  
Pemerintah daerah yaitu terdiri-dari kepala daerah dan wakil kepala daerah 
sebagai lembaga eksekutif daerah. 
a. Kepala Daerah 
1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang 
disebut kepala daerah dan dibantu oleh seorang wakil kepala 
daerah. 
2) Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, kabupaten disebut 
bupati dan untuk kota disebut wali kota. 
3) Kepala daerah diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat 
dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. 
4) Berdasar pasal 25 UU No. 32 tahun 2004 jo UU No.12 tahun 2008 
kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang, yaitu : 
a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah 
berdasarkan yang ditetapkan bersama DPRD. 
b) Mengajukan rancangan Perda. 
c) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan 
bersama DPRD. 
d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD 
kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. 
e) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. 
f) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan 
dapat menunjuk kuasa hak untuk mewakilinya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
g) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
5) Kepala daerah dalam memimpin daerahnya wajib bertanggung 
jawab pada DPRD, dan kepala daerah wajib memberikan 
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laporannya atas penyelenggaraan pemerintah daerah kepada 
presiden  melalui menteri dalam negeri berdasarkan tembusan dari 
gubernur bagi kepala daerah kabupaten dan kepala daerah kota 
sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun atau jika dipandang  
perlu diminta oleh presiden. 
 
b. Wakil Kepala Daerah 
1) Wakil kepala daerah  provinsi disebut wakil gubernur, wakil kepala 
daerah kabupaten disebut wakil bupati dan wakil kepala daerah 
kota disebut wakil walikota. 
2) Wakil kepala daerah mempunyai kewajiban yang sama, dengan 
kepala daerah kecuali dalam hal mengajukan rancangan peraturan 
daerah dan menetapkannya sebagai peraturan daerah. 
3) Berdasarkan pada UU No.32 tahun 2004 jo UU No.12 tahun 2008 
wakil kepala daerah mempunyai tugas yaitu: 
a) Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan 
pemerintahan daerah. 
b) Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan 
kegiatan instansi vertikal di daerah. 
c) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan 
pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/ atau 
desa bagi  wakil kepala daerah  kabupaten/ Kota. 
d) Memberikan saran pertimbangan kepada kepala daerah 
dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. 
e) Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya 
yang diberikan untuk kepala daerah. 
f) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila 
kepala daerah berhalangan. 
Perangkat daerah diatur  dalam pasal 120-128 dalam UU 
No.32 tahun 2004 jo UU No.12 tahun 2008, dimana perangkat 
daerah terdiri dari perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat 
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daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. 
Sedangkan jika pada perangkat daerah kabupaten/ kota terdiri dari 
sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis 
daerah, kecamatan dan kelurahan. 
(1) Sekretariat Daerah 
(a) Sekretariat  daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. 
(b) Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban 
membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan 
mengkoordinasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah. 
(c) Sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah, 
dan jika  sekretaris daerah  berhalangan melaksanakan 
tugasnya, tugas sekretaris daerah dilaksanakan oleh pejabat 
yang ditunjuk untuk kepala daerah. 
(d) Sekretaris daerah untuk provinsi diangkat dan 
diberhentikan oleh presiden atas usul gubernur sesuai 
dengan peraturan perundangan-undangan. 
(e) Sekretaris daerah untuk kabupaten/ kota diangkat dan 
diberhentikan oleh gubernur atas usul bupati/ walikota 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(f) Sekretaris daerah kedudukannya sebagai pembina PNS 
didaerahnya. 
(2) Sekretariat DPRD 
Menurut UU No.32 tahun 2004 jo UU No.12 tahun 2008 pasal 
123 sekretariat DPRD yaitu:  
(a) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD. 
(b) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh 
gubernur/ bupati/ walikota dengan persetujuan DPRD. 
(c) Sekretaris DPRD memiliki tugas yaitu: 
(i) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD. 
(ii) Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD. 
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(iii)Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keuangan 
DPRD. 
(iv) Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang 
diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya 
dengan kemampuan keuangan daerah. 
4) Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli wajib 
meminta pertimbangan pimpinan DPRD. 
5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara 
teknis operasionalnya berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi 
bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris 
daerah. 
6) Susunan organisasi sekretariat DPRD ditetapkan dalam 
peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah. 
(3) Dinas Daerah  
Dinas daerah diatur dalam pasal 124 UU No.32 tahun 2004 jo 
UU No.12 tahun 2008 yaitu: 
(a) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah 
(b) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat 
dan diberhentikan oleh kepala daerah dari PNS yang 
memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah. 
(c) Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala 
daerah melalui sekretaris daerah. 
 
 
(4) Lembaga Teknis 
Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas 
kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 




Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/ kota dengan Perda 
berpedoman pada peraturan pemerintah. Setiap kecamatan 
dipimpin oleh seorang camat yang bertugas untuk memperoleh 
pelimpahan sebagian wewenang bupati/ walikota untuk 
menangani sebagian urusan otonomi daerah. 
(6) Kelurahan 
Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan peraturan 
daerah berpedoman  pada peraturan pemerintah. Pada setiap 
kelurahan dipimpin oleh seorang  lurah yang dalam 
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati/ 
walikota. 
 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
a) Kedudukan dan Fungsi DPRD 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan 
suatu lembaga perwakilan rakyat daerah dan yang berkedudukan 
sebagai unsur dari penyelenggaraan pemerintah daerah. 
Keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan daerah melalui wakil-
wakilnya merupakan suatu wujud dari adanya asas demokrasi yang 
dianut oleh negara Indonesia. Maka dari itu DPRD kabupaten/ kota 
merupakan lembaga pemerintahan daerah yang berkedudukan  
sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupaten/ kota. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi-
fungsi yaitu: 
1) Fungsi Legislasi 
Adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD 
kabupaten/ kota untuk membentuk peraturan daerah bersama 
dengan bupati/ walikota. 
2) Fungsi Anggaran 
Adalah fungsi DPRD kabupaten/ kota secara bersama-sama 
dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan 
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APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan 
fungsi, tugas dan wewenang DPRD kabupaten. 
3) Fungsi Pengawasan 
Adalah fungsi DPRD kabupaten/ kota untuk melaksanakan 
pengawasan terhadap pelaksanaan UU, Perda, Keputusan 
Gubernur serta Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemda (B.N 
Marbun, 2005: 71). 
 
b) Tugas dan Wewenang DPRD 
Sesuai dengan pasal 42 UU No.32 tahun 2004 jo UU No.12 
tahun 2008, tugas dan wewenang DPRD terdiri dari : 
1) Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk 
mendapat persetujuan bersama. 
b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD 
bersama dengan kepala daerah. 
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan 
peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala 
daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam 
melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama 
internasional daerah. 
d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/ 
wakil kepala daerah kepada presiden melalui Mendagri bagi 
DPRD provinsi dan kepada Mendagri melalui gubernur bagi 
DPRD kabupaten/ kota. 
e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan 
jabatan wakil kepala daerah. 
f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah 
daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. 
g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama 
internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 
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h. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban kepala 
daerah dalam penyelesaian pemerintahan daerah. 
i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah. 
j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam 
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. 
k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar 
daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat 
dan daerah. 
 
c) Hak dan Kewajiban DPRD 
Dalam pasal 43 UU No.32 tahun 2004 jo UU No.12 tahun 
2008 DPRD mempunyai hak yaitu meliputi : 
1) Interpelasi 
Adalah Hak DPRD untuk meminta keterangan pada kepala 
daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting 
dan strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, 
daerah dan negara. 
2) Angket 
Adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk 
melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tentang 
kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas 
pada kehidupan masyarakat daerah dan negara yang diduga 
bertentangan dengan perundang-undangan. 
 
 
3) Hak Menyatakan Pendapat 
Adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap 
kebijakan kepala daerah mengenai kejadian luar biasa yang 
terjadi didaerah disertai dengan rekomendasi  penyelesaiannya/ 
sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak 
angket. 
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Di lain hak tersebut para anggota DPRD mempunyai hak- 
hak yang diatur dalam pasal 44 UU No.32 tahun 2004 jo UU 
No.12 tahun 2008 yaitu : 
a) Mengajukan rancangan Perda 
b) Mengajukan pertanyaan 
c)  Menyampaikan usul dan pendapat 
d) Memilih dan dipilih 
e) Membela diri 
f) Imunitas 
g) Protokoler 
h) Keuangan dan administratif. 
Selain hak-hak dari anggota DPRD tersebut dalam UUD 
No.32 tahun 2004 jo UU No.12 tahun 2008  juga mengatur 
mengenai kewajiban-kewajiban dari anggota DPRD pada pasal 
45 yaitu: 
(1) Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD Negara RI 
tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-
undangan. 
(2) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
(3) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan 
keutuhan NKRI. 
(4) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di 
daerah. 
(5) Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti 
aspirasi masyarakat. 
(6) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan 
pribadi, kelompok/ golongan. 
(7) Memberikan pertanggung jawaban atas tugas/ kinerjanya 
selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab 
moral dan politis terhadap daerah pemilihnya. 
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(8) Menaati peraturan tata tertib, kode etik dan sumpah/ janji 
anggota DPRD. 
(9) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan 
lembaga yang terkait. 
Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan 
hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. 
Dimana antara pemerintah daerah dan DPRD membangun suatu 
hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung dalam 
melaksanakan fungsi-fungsi, tugas dan wewenangnya. Maka untuk 
menguatkan kerja sama hubungan antara pemerintah daerah dan 
DPRD. Jadi DPRD mempunyai alat kelengkapan menurut pasal 39 
Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo tahun 2004 
170/17/DPRD/XI/2004 yaitu terdiri dari: 
(a) Pimpinan DPRD  
Pimpinan DPRD ini bersifat kolektif dalam pelaksanaan 
tugasnya. Pimpinan DPRD dipilih dari dan oleh anggota DPRD 
dalam rapat paripurna dengan keputusan DPRD. 
(b) Panitia Musyawarah 
Bahwa secara teoritis segala persoalan yang besar yang 
akan dibahas dan diputuskan dalam DPRD mula-mula 
diputuskan dalam panitia musyawarah dulu. Dimana tugas dan 
fungsi panitia musyawarah yaitu hanya menentukan jadwal 
pembahasan, rancangan perda, sidang paripurna dewan yang 
biasanya dilakukan dengan kehadiran pihak eksekutif. Dimana 
keanggotaan  dari panitia bermusyawarah dibentuk dari semua 
unsur-unsur fraksi 1 komisi yang ada di DPRD dan ketua/ 
wakil-wakil ketua panitia musyawarah biasanya merangkap 
menjadi anggota DPRD. 
(c) Komisi 
Dalam pelaksanaan mekanisme kerja bahwa setiap 
DPRD dibagi dalam komisi-komisi yang bertujuan untuk 
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mendukung ragam kerja dan kompleksitas tugas-tugas DPRD. 
Dimana setiap anggota komisi terdiri dari anggota DPRD, 
maka dengan adanya pembagian DPRD dalam komisi-komisi 
ini dapat mempermudah pelaksanaan manajemen DPRD yang 
mencakup koordinasi pembagian kerja demi mencapai 
efisiensi/ efektifitas yang maksimum demi meningkatkan 
kesejahteraan rakyat di daerah. 
(d) Badan Kehormatan 
Bahwa badan kehormatan terdiri dari anggota DPRD 
dan beberapa orang dari luar DPRD. Secara fungsional badan 
kehormatan dilakukan oleh sekretariat DPRD. Dimana disini 
badan kehormatan diperlukan untuk menjaga martabat, 
kehormatan, citra anggota DPRD serta menjaga agar tidak ada 
ketentuan yang dilanggar oleh anggota DPRD. 
(e) Panitia Anggaran 
Panitia anggaran merupakan salah satu alat kelengkapan 
dewan dan keanggotaanya sedapat mungkin mencerminkan 
pada semua unsur fraksi dan komisi yang ada di DPRD. Panitia 
anggaran berkewajiban meneliti laporan tentang pelaksanaan 
anggaran daerah yang bersangkutan sebagai persiapan 
penyusunan perhitungan anggaran daerah yang akan 
disampaikan oleh kepala daerah. 
 
 
(f) Alat Kelengkapan lain yang diperlukan 
Alat kelengkapan lain yang diperlukan ini merupakan 
alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap, dimana  
hanya ada jika sedang dibutuhkan saja. 
 
 
5. Fungsi Legislasi Dalam DPRD  
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Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 46 UU No.32  tahun 
2004 jo UU No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah jo. 
pasal 43 PP No.25 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata 
Tertib DPRD, alat kelengkapan DPRD terdiri dari pimpinan, 
komisi, panitia musyawarah, panitia angggaran, badan kehormatan, 
dan alat kelengkaapn lain yang dibutuhkan. Jika dikaitkan dengan 
fungsi legislasi, tidak semua alat kelengkapan tersebut terlibat 
secara langsung. Alat-alat  kelengkapan yang terlibat secara 
langsung yaitu adalah komisi, panitia musyawarah, dan adanya alat 
kelengkapan yang lain, yang dibentuk khusus menangani masalah 
legislasi, misalnya panitia legislasi. 
Panitia Legislasi 
Adanya beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan 
(khususnya dalam proses legislasi) antara pemerintah daerah dengan 
DPRD, yang mengakibatkan belum optimalnya fungsi legislasi  di 
DPRD, yaitu salah satunya adalah belum secara keseluruhan DPRD – 
DPRD mempunyai alat kelengkapan  panitia legislasi. Keberadaan alat 
kelengkapan ini di dalam DPRD secara normatife memang masih 
lemah. Hal ini bisa kita lihat dalam ketentuan pasal 46 ayat (1) UU 
No.32 tahun 2004 jo UU No.12 tahun 2008  tentang Pemerintahan 
Daerah dan pasal 43 ayat (1) PP No.25 tahun 2004 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, tidak menyebut secara tegas 
panitia legislasi sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD, namun 
yang disebut alat kelengkapan DPRD adalah “pimpinan, komisi, 
panitia musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan dan alat 
kelengkapan lain yang dibutuhkan”. Poin terakhir inilah  sebagai ‘pintu 
masuk’ dibentuknya alat kelengkapan panitia legislasi, sehingga tidak 
dianggap sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap.   
Maka dari itu, jika ada komitmem dan keinginan yang kuat 
dalam upaya meningkatkan optimalisasi dalam fungsi legislasi, alat 
kelengkapan panitia legislasi di DPRD hendaknya dipersamakan 
 40 
dengan alat-alat kelengkapan DPRD lainya yang telah ada dan 
ditetakan keberadaanya bersifat tetap.  
Alat kelengkapan ini diapandang perlu jika ada komitmen 
untuk melakukan penguatan fungsi legislasi di DPRD. Tugas – tugas 
dari alat kelengkapan ini adalah :  
a. Menyusun program legislasi daerah yang memuat daftar urutan 
rancangan perda untuk satu masa keanggotaan dan prioritas setiap 
tahun anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam rapat 
parirpurna untuk ditetapkan dengan keputusan ketua DPRD; 
b. Menyiapkan rancangan perda usul inisiatif DPRD berdasarkan 
program prioritas yang telah ditetapkan; 
c. Melakukan  pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan 
konsepsi rancangaan perda yang diajukan anggota, komisi, dan 
penggabungan komisi sebelum  rancangan perda tersebut 
disampaikan kepada pimpinan dewan; 
d. Memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rancangan perda 
yang diajukan oleh anggota, komisi, dan gabungan komisi diluar 
rancangan perda yang terdaftar dalam program legislasi daerah 
atau prioritas perda tahun berjalan; 
e. Melakukan pembahasan dan perubahan/ penyerpunaan rancangan 
perda yang secara khusus ditugaskan panitia musyawarah; 
f. Melakuka penyebarluasan dan mencari masukkan untuk rancangan 
perda yang sedang dan/ atau yang akan dibahas dan sosialisasi 
rancangan perda yang telah disahkan; 
g. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi 
perda melalui koordinasi dengan komisi; 
h. Menerima masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan 
mengenai rancangan perda; 
i. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan perda yang sedang 
dibahas oleh bupati/ walikota dan DPRD; dan 
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j. Menginventarisasi masalah hukum dan peraturan perundang-
undangan pada akhir masa keanggotaan DPRD untuk 
dipergunakan sebagai bahan oleh panitia legislasi pada masa 
keanggotaan berikutnya (http://jimly.com/pemikiran/ view/4.html, 
Solo: 22 maret 2008). 
 Maka berdasarkan hal diatas diharapkan dapat membantu 
mengoptimalisasikan kinerja dari dewan dalam menjalankan fungsi 
legislasi, anggaran dan pengawasan. Bahwa sebenarnya kebutuhan 
akan alat perlengkapan panitia legislasi di DPRD belum secara 
keseluruhan dimiliki/ dibentuk oleh DPRD – DPRD.  Keberadaan alat 
kelengkapan ini di dalam DPRD secara normatife memang masih 
lemah namun secara subtantif fungsi alat kelengkapan ini sangat 
penting terkait dengan penguatan fungsi legislasi di daerah (DPRD) 
(http://jimly.com/pemikiran/ view/4.html, Solo: 22 maret 2008). 
Namun keberadaan alat kelengkapan ini sebagaimana diuraikan 
di atas, dalam peraturan perundang-undangan tidak disebutkan secara 
tegas bahwa panitia legislasi sebagai salah satu alat kelengkapan 
DPRD. Oleh karena itu tinggal bagaimana komitmen bapak/ ibu 
anggota dewan di daerah untuk terus mendorong dan mengakselerasi 
terwujudnya alat kelengkapan ini untuk mengoptimalkan fungsi 
legislasi di DPRD. Kedepannya ini diharapkan bahwa dengan 
perubahan regulasi dan kebutuhan penguatan legislasi daerah, alat 
kelengkapan panitia legislasi di DPRD – DPRD, dalam upaya 
penguatan fungsi legislasi DPRD, harus pula didukung oleh adanya 
pendanaan/ anggaran yang cukup (http://jimly.com/pemikiran/ 
view/4.html, Solo:22 maret 2008). 
Proses legislasi tidak hanya sekedar pembahasan dan 
pengesahan suatu raperda  tetapi dimulai dari perencanaan, persiapan, 
penyusunan, perumusan, pembahasan, pengundangan dan 
penyebarluasan. Dimana kesemua proses tersebut membutuhkan 
anggaran. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan suatu anggaran 
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yang cukup bagi DPRD dalam menjalankan fungsi – fungsinya,  maka 
pemerintah daerah sebagai pemegang dan pengelola otoritas keuangan 
daerah harus memberikan porsi yang ‘fair’ dalam memberikan porsi 
yang seimbang dalam anggaran pembuatan perda yang di inisiasi 
pemerintah daerah sendiri dengan yang di inisiasikan DPRD. Dan juga 
dalam upaya dalam penguatan fungsi legislasi DPRD, perlu dipikirkan 
dengan adanya staf ahli yang memadai yang nantinya akan membantu 
kinerja dari Dewan khususnya dalam proses legislasi 
(http://jimly.com/pemikiran/ view/4.html, Solo: 22 maret 2008). 
Bahwasanya cabang legislatif adalah cabang kekuasaan 
pertama yang mencerminkan asas kedaulatan rakyat. Kegiatan 
bernegara, pertama untuk mengatur kehidupan bersama. Karena itu, 
kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus 
diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau 
lembaga legislatif.  
Ada tiga hal penting yang harus diatur oleh para wakil rakyat 
melalui parlemen, yaitu : 
a) Pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga 
negara 
b) Pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga 
negara 
c) Pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh 
penyelenggara negara. 
Pengaturan mengenai ketiga hal tersebut hanya dapat dilakukan 
atas persetujuan dari warga negara sendiri, yaitu melalui perantara  
wakil-wakil parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat. Karena itu, 
yang biasa disebut sebagai fungsi pertama lembaga perwakilan rakyat 
adalah fungsi legislasi atau pengaturan (http://jimly.com/pemikiran/ 
view/4.html, Solo: 22 maret 2008). 
Fungsi legislasi atau pengaturan dengan kewenangan untuk 
menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-
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norma hukum yang mengikat dan membatasi. Karena itu, kewenangan 
ini utamanya hanya dapat dilakukan sepanjang rakyat sendiri 
menyetujui untuk diikat dengan atau norma hukum tersebut. Oleh 
karena itu cabang kekuasan yang dianggap berhak mengatur demikian 
itu pada dasarnya adalah lembaga perwakilan rakyat, maka peraturan 
yang paling tinggi di bawah undang-undang dasar harus dibuat dan 
ditetapkan oleh parlemen dengan persetujuan bersama dengan 
eksekutif. 
Di Indonesia fungsi legislasilah yang paling dianggap penting 
dari pada fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran. Padahal 
ketiganya sama-sama penting, bahkan dibanyak negara maju yang 
lebih di utamakan adalah fungsi pengawasan dari pada fungsi legislasi. 
Hal ini karena sistem hukum di berbagai negara maju telah dianggap 
cukup untuk menjadi pedoman penyelenggaraan negara, sehingga 
tidak banyak lagi produk hukum baru yang diperlukan.  
Sehingga hal terebut bertolak belakang dengan Indonesia, 
dimana produk-produk hukum baru masih diperlukan untuk mengatur 
masyarakat. Tetapi dalam penyusunan peraturan daerah sebagai 
pelaksanaan dari fungsi legislasi dalam kenyataanya bahwa raperda 
masih dominan berasal dari eksekutif yaitu pemerintah daerah, 
meskipun DPRD mempunyai wewenang yang sama dalam 
mengajukan raperda, tetapi jarang raperda yang atas dasar usulan dari 
DPRD.  
Hal tersebut dikarenakan belum aktifnya untuk ditetapkanya 
panitia legislasi sebagai alat kelengkapan dari DPRD. Karena panitia 
legislasi sekarang masih merupakan alat perlengkapan sesuai dengan 
kebutuhan. Jadi panitia legislasi DPRD yang sebenarnya dapat 
berperan untuk menjalankan fungsi legislasi DPRD, menjadi pasif 
dalam penggunaan hak inisiatif DPRD untuk mengajukan suatu 




6. Tata Cara Persiapan Pembentukan Peraturan  Daerah 
Tata cara pembentukan peraturan daerah diatur dalam 
Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan 
Peraturan  Tata Tertib DPRD dan Peraturan Tata Tertib DPRD 
Kabupaten Sukoharjo No. 170/17/DPRD/XI/2004. Bahwa suatu 
raperda dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah. Yang mana 
raperda yang berasal dari DPRD atau kepala daerah dibahas oleh 
DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. 
Persiapan dari pembentukan suatu rancangan peraturan daerah 
itu mempunyai tata cara penyusunan yaitu terdiri-dari : 
1. Pembahasan  raperda yang dilakukan oleh DPRD bersama 
gubernur/ bupati/ walikota. Dalam  hal ini DPRD dan gubernur/ 
bupati/ walikota harus melalui tingkatan-tingkatan yaitu : 
a. Pembicaraan Tingkat Pertama, meliputi : 
1) Penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna tentang 
penyampaian raperda yang berasal dari kepala daerah. 
2) Penjelasan dalam rapat paripurna oleh pimpinan komisi/ 
gabungan komisi/ pimpinan panitia khusus terhadap 
raperda dan/ perubahan peraturan daerah atas usul prakarsa 
DPRD. 
b. Pembicaraan Tingkat Kedua, meliputi: 
1) Jika rancangan peraturan daerah berasal dari kepala daerah: 
a. Pandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap raperda 
yang berasal dari kepala daerah. 
b. Jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum 
fraksi-fraksi. 
2) Jika Raperda atas usul DPRD: 
a. Pendapat kepala daerah terhadap raperda atas usul 
DPRD. 
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b. Jawaban dari fraksi-fraksi terhadap pendapat kepala 
daerah. 
c. Pembicaraan Tingkat Ketiga, meliputi: 
Pembahasan dalam rapat komisi/ gab. komisi/ rapat panitia 
khusus yang dilakukan bersama-sama dengan kepala 
daerah/ pejabat yang ditunjuk. 
d. Pembicaraan Tingkat Keempat, meliputi: 
1) Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang 
didahului dengan: 
a. Lap. hasil pembicaraan tahap ketiga 
b. Pendapat akhir fraksi 
c. Pengambilan keputusan 
2) Penyampaian sambutan kepala daerah terhadap 
pengambilan keputusan. 
2. Rancangan perda yang telah disetujui bersama DPRD dan kepala 
daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah 
untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. 
3. Rancangan peraturan daerah dikatakan sah menjadi peraturan 
daerah, jika dalam kalimat pengesahanya harus berbunyi 
“Peraturan daerah ini dinyatakan sah” Dimana jika sudah 
dinyatakan sah maka perda wajib diundangkan dalam lembaran 
daerah yang kemudian harus didaftarkan kepada pemerintah untuk 
perda provinsi dan kepada gubernur untuk perda kabupaten/ kota. 
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Gambar : Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam 
Pembentukan Peraturan Daerah 
 
 Keterangan : 
Sesuai dengan pasal 18 UUD 1945, yaitu bahwa Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu 
dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu 
mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. 
Berdasarkan dari pasal 18 UUD 1945 tersebut maka dikeluarkan UU No.32 
tahun 2004 jo UU No.12 tahun 2008  yang mengatur tentang pemerintahan 
daerah. Bahwa pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada pemerintahan 
daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri sesuai dengan 
aspirasi dan peran serta dari masyarakat daerah itu sendiri. 
 Dalam UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No.12 tahun 2008 tersebut di 
dalamnya terdapat 2 unsur dalam pemerintahan daerah yaitu pemerintah 
daerah beserta staf-stafnya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dimana 
dalam pemerintahan daerah kepala daerah  dan DPRD kedudukannya sejajar 
yaitu maksudnya dalam melaksanakan tugasnya pemeritah daerah dan DPRD 
sebagai mitra kerja yang mempunyai kedudukan yang seimbang, agar dapat 
terjalin kerja sama antara kepala daerah dan DPRD dalam menjalankan 
pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Kepala daerah dan DPRD 
sebagai legislasi daerah yang merupakan wakil dari seluruh rakyat daerah 
untuk menciptakan suatu peraturan daerah secara bersama-sama demi 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Sesuai data yang penulis peroleh dari hasil wawancara penulis dengan 
Sekretaris dan staf DPRD Kabupaten Sukoharjo yaitu Bapak Lasiman, S.H., 
M.M., Bapak Wibawa dan Ibu Giyarni sebagai staf DPRD, dan beberapa anggota 
DPRD Kabupaten Sukoharjo, yaitu Bapak S. Budi Martono, S.H., Bapak Puguh 
S., S.H., dan Bapak Dwi J., S.Sos., S.H.,M.Hum., yang dimulai hari Senin, 
tanggal 5 Mei 2008 hingga selesai, serta berdasarkan hasil pengamatan penulis 
maupun dari studi pustaka lainnya, maka dapat penulis sampaikan hasil penelitian 
dan pembahasan sebagai berikut: 
 
A. Hasil Penelitian 
 
1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Sukoharjo dalam Tata Cara Pembentukan Peraturan 
Daerah 
 
a. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Sukoharjo Periode 2004-2009 
Berdasarkan Keputusan DPRD maka ditetapkan Peraturan Nomor 
170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten 
Sukoharjo, mengenai penetapan masa keanggotaan DPRD periode 2004-
2009. Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo periode 2004-2009 terdiri 
dari 45 orang dan resmi dilantik pada menjadi anggota DPRD Kabupaten 
Sukoharjo pada hari Senin, tanggal 6 September 2004. Yang mana 
susunan dari anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo terdiri dari Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yaitu 17 orang, Partai Amanat 
Nasional (PAN) yaitu 7 orang, Partai Golongan Karya (GOLKAR) yaitu 7 
orang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yaitu 5 orang, Partai Kebangkitan 
Persatuan Demokrat (Fraksi Gabungan) yaitu terdiri dari Partai Persatuan 
Pembangunan (P3) yaitu 3 orang, Partai Demokrat yaitu 4 orang, Partai 
Kebangkitan Bangsa yaitu 1 orang, dan PKPI yaitu 1 orang. 
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 (Sumber Data: Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo) 
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Puguh Sutarto S.H. dan 
Bapak Dwi J. S.Sos., S.H., M.Hum., selaku anggota DPRD pada hari 
Selasa 3 Juni 2008. Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksi. 
Jumlah anggota setiap fraksi sekurang-kurangnya sama dengan jumlah 
komisi di DPRD. Anggota DPRD dari 1 (satu) partai politik yang tidak 
memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) fraksi, wajib bergabung 
dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan. Fraksi yang ada 
wajib menerima anggota DPRD dari partai politik lain yang tidak 
memenuhi syarat untuk dapat membentuk 1(satu) fraksi. Dalam hal fraksi 
gabungan setelah dibentuk, kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi gabungan tersebut wajib 
bergabung dengan fraksi atau fraksi gabungan yang lain yang memenuhi 
syarat. Partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi 
hanya dapat membentuk 1(satu) fraksi. 
Dalam hal pimpinan fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan 
Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi. Pimpinan fraksi yang 
telah terbentuk disampaikan kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya 
diumumkan kepada seluruh anggota DPRD dalam rapat paripurna.   
Jumlah fraksi DPRD Kabupaten Sukoharjo masa jabatan 2004-
2009 terdiri atas 5 (lima) fraksi meliputi: 
a) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI Perjuangan) 
b) Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) 
c) Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG) 
d) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) 








Susunan Keanggotaan Pimpinan Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten 
Sukoharjo 
Periode Tahun 2004 – 2009 
 
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) : 




















ANDREAS BIBIT SUSANTO 








PUGUH SUTARTO, SH 
WAWAN PRIBADI, S.Sos 
SUKARDI BUDI MARTONO, SH 
AGUS IRIANTO 
RETNO RAHAYU 

























FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (FPAN) : 
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Dra. NANIK LESTARINI 











FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (FPG) : 








SARDJONO SM, SE 















FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL (FPKS) : 






HASMAN BUDIADI, SE, MM 
LISTYO NUGROHO, SE 
ROCHMAD SIDIK PRAMANA, SE 
SUNARNO, ST 






















SUMARNO BUDI PRANOTO, S.Pd 
MOCHAMMAD HERRY 
SURYANTO, SH 
Ir. AGUS HIDAYAT 
ARDI PARASTYO 
R. EKA JUNAEDI 
AGUS ISMAIL, S. Ag 
SOEBANDI, Bsc 
KETUA  (DEMOKRAT) 
WAKIL KETUA  (PPP) 
SEKRETARIS  (DEMOKRAT) 
ANGGOTA  (PPP) 
ANGGOTA  (PPP) 
ANGGOTA  (DEMOKRAT) 
ANGGOTA  (DEMOKRAT) 
ANGGOTA  (PKB) 
ANGGOTA  (PKPI) 
(Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo). 
 
Berdasarkan wawancara dengan Sekwan DPRD Kabupaten 
Sukoharjo Bapak Lasiman, S.H., M.M., selain fraksi DPRD mempunyai 
alat kelengkapan, yang sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 170/17/DPRD/XI/2004 
tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Sukoharjo pasal 39 - 45 ada 6 (enam) alat kelengkapan DPRD 
sesuai dengan tugasnya masing-masing yaitu: 
a) Pimpinan 
Pimpinan DPRD mempunyai tugas : 
1. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk 
mengambil keputusan; 
2. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara 
ketua dan wakil ketua; 
3. menjadi juru bicara DPRD; 
4. melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD; 
5. mengadakan konsultasi dengan Bupati dan instansi Pemerintah 
lainnya sesuai dengan keputusan DPRD; 
6. mewakili DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD di pengadilan; 
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7. melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi 
atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 









1. WARDOYO WIJAYA, SH             :   KETUA  (PDI-P)         
2. NURDIN                                          :   WAKIL KETUA (PAN)                                     
3. SRI WALUYO                                 :   WAKIL KETUA (P.GOLKAR)                       




b) Panitia Musyawarah (Panmus) 
Panmus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap 
dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. 
Pemilihan anggota Panmus ditetapkan setelah terbentuknya pimpinan 
DPRD, komisi-komisi, panitia anggaran dan fraksi. Panmus terdiri dari 
unsur-unsur fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota dan 
sebanyak-banyaknya tidak lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. 
Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan 
Panmus merangkap anggota. Susunan keanggotaan Panmus ditetapkan 
dalam rapat paripurna. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah 
Sekretaris Panmus bukan anggota. Masa keanggotaan Panmus dapat 
diubah setiap tahun oleh fraksi yang menugaskannya. 
Adapun Panmus mempunyai tugas sebagai berikut: 
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(1) memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja 
DPRD, diminta atau tidak diminta; 
(2) menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD; 
(3) memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul 
perbedaan pendapat; 
(4) memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan; 
(5) merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus). 
Selain tugas-tugas di atas, setiap anggota Panmus mempunyai 
kewajiban sebagai berikut : 
(1) mengadakan konsultasi dengan fraksi-fraksi sebelum mengikuti 
rapat Panmus; 




Susunan Keanggotaan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Sukoharjo 
Periode 2004 – 2009 
 













WARDOYO WIJAYA, SH 
NURDIN 
SRI WALUYO 
LASIMAN, SH. MM 
 
SETYO KRIDO W, S.Pd 
ROCHMAD SIDIK P, SE 
H. SRI JOKO, S.Pd 
HURIP MURWIDADNO 
MOCHAMAD HERRY 
AGUS ISMAIL, S.Ag. 




SEKRETARIS DPRD / BUKAN 
ANGGOTA 
ANGGOTA  (PKS) 
ANGGOTA  (PKS) 
ANGGOTA  (PAN) 
ANGGOTA  (PAN) 
ANGGOTA  (P.DEMOKRAT) 
ANGGOTA  (P.DEMOKRAT) 










WAWAN PRIBADI, S.Sos. 
PUGUH SUTARTO, SH 
RETNO RAHAYU 
SURASA 
AGUS SUMANTRI, SH.Sp.N 
HARTADI SOEBYANTORO 
 
ANGGOTA  (PDI-P) 
ANGGOTA  (PDI-P) 
ANGGOTA  (PDI-P) 
ANGGOTA  (PDI-P) 
ANGGOTA  (PDI-P) 
ANGGOTA  (P.GOLKAR) 
ANGGOTA  (P.GOLKAR) 
 




 Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan 
dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. 
Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota 
salah satu komisi. DPRD Kabupaten Sukoharjo membentuk empat 
komisi karena mempunyai anggota lebih dari 35 orang dengan jumlah 
anggota setiap komisi diupayakan sama. Penempatan anggota DPRD 
dalam komisi-komisi dan perpindahan ke komisi-komisi didasarkan 
atas usul fraksinya. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih 
dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna. 
Masa penempatan anggota dalam komisi dan perpindahan ke komisi 
lain, diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada 
awal tahun anggaran. Apabila ada anggota DPRD antar waktu maka 
akan menduduki tempat anggota komisi yang digantikannya. Dan 
masa tugas komisi ditetapkan paling lama dua setengah tahun. 
 
Adapun Komisi mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah; 
2. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan 
rancangan keputusan DPRD; 
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3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, 
pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi 
masing-masing; 
4. membantu pimpinan DPRD  untuk mengupayakan penyelesaian 
masalah yang disampaikan oleh bupati dan masyarakat kepada 
DPRD; 
5. menerima, menampung dan membahas serta menindak lanjuti 
aspirasi masyarakat; 
6. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; 
7. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas 
persetujuan pimpinan DPRD; 
8. melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke instansi mitra kerjanya 
dan atau rekanan instansi mitra kerja tersebut; 
9. mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat; 
10. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam 
ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; 
11. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil 











Susunan Keanggotaan Komisi – Komisi DPRD Kabupaten Sukoharjo 














Wawan Pribadi, S.Sos 
H. Sri Joko, SPd 
Agus Ismail, S.Ag 




Agus Sumantri, SH, Sp.N 
Mochamad herry 
Ketua  (PDI-P) 
Wakil Ketua  (PAN) 
Sekretaris  (PKB) 
Anggota  (PKS) 
Anggota  (PDI - P) 
Anggota  (PDI - P) 
Anggota  PDI - P) 
Anggota  (GOLKAR) 






















Siswanto, S. Pd 
R. Sidik Pramana, SE 
Listyo Nugroho, SE 
Mulyanto, SH 
H. Sumarno Budi P, S.Pd 
Ketua  (PAN) 
Wakil Ketua  (PDI -P) 
Sekretaris  (PDI -P) 
Anggota  (PDI -P) 
Anggota  (PDI -P) 
Anggota  (PAN) 
Anggota  (P. GOLKAR) 
Anggota  (PKS) 
Anggota  (PKS) 
Anggota  (P. DEMOKRAT) 
Anggota  (P.DEMOKRAT) 
 
KOMISI III 















R. Eka Djunaedi 




R. Suharto, A. Md 
Soebandi, B.Sc 
Ir. Agus Hidayat 
Sunoto 
Ketua (P.GOLKAR) 
Wakil Ketua (PKS) 
Sekretaris  (P.DEMOKRATt) 
Anggota  (PDI-P) 
Anggota  (PDI-P) 
Anggota  (PDI-P) 
Anggota  (PDI-P) 
Anggota  (P.GOLKAR) 
Anggota  (P.DEMOKRAT) 
Anggota  (P.DEMOKRAT) 
















H. Dwi Jatmoko, S.Sos, SH.Mhum 
Sardjono, SM, SE 
Dra. Nanik Lestarini 
Setyo Krido Wantoro, S.Pd 
Hurip Murwidadno 
S. Budi Martono, SH 





Ketua  (PDI-P) 
Wakil Ketua  (P.GOLKAR) 
Skretaris  (PAN) 
Anggota  (PKS) 
Anggota  (PAN) 
Anggota  (PDI-P) 
Anggota  (PDI-P) 
Anggota  (PDI-P) 
Anggota  (P.GOLKAR) 
Anggota  (PDEMOKRAT) 
Anggota  (PDEMOKRAT) 





d) Badan Kehormatan 
 58 
Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang 
bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. 
Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD 
dengan ketentuan: untuk DPRD Kabupaten/ Kota yang beranggotakan 
sampai dengan 34 (tiga puluh empat) berjumlah 3 (tiga) orang dan 
untuk DPRD yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 
45 (empat puluh lima) berjumlah 5 (lima) orang. Pimpinan Badan 
Kehormatan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang 
dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan. Anggota Badan 
Kehormatan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul 
masing-masing fraksi. Apabila ada Anggota DPRD pengganti antar 
waktu maka akan menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang 
digantikan. Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama dua 
setengah tahun. Dan dalam melaksanakan tugas Badan kehormatan 
dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh 
Sekretariat DPRD. 
Adapun tugas dari Badan Kehormatan sebagai berikut : 
1. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota 
DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai 
dengan kode etik DPRD; 
2. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD 
terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRD serta sumpah/ 
janji; 
3. melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan 
pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih; 
4. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan 
klarifikasi sebagai rekomendasi untuk ditindak lanjuti oleh DPRD; 
5. menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa 
rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran 
yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, 




Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sukoharjo 
Periode 2004 – 2009 
 








SUKARDI BUDI MARTONO, SH 




ROCHMAD SIDIK PRAMANA, SE 
MOCHAMAD HERRY 
KETUA  (PDI-P) 
WAKIL KETUA  (P.GOLKAR) 
SEKRETARIS DPRD/ BUKAN 
ANGGOTA 
ANGGOTA  (PAN) 
ANGGOTA  (PKS) 
ANGGOTA  (P.DEMOKRAT) 
 (Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo). 
 
e) Panitia Anggaran (Panggar) 
 Panggar merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap 
dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. 
Panggar terdiri atas pimpinan DPRD, satu wakil setiap komisi, dan 
utusan fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota. Ketua dan 
wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah ketua dan wakil ketua 
Panggar merangkap anggota. Susunan keanggotaan, ketua dan wakil 
ketua Panggar ditetapkan dalam rapat paripurna. Sekretaris DPRD 
karena jabatannya adalah sekretaris Panggar bukan anggota. Dan masa 
keanggotaan Panggar dapat diubah pada setiap tahun. 
 Adapun tugas Panggar sebagai berikut : 
1. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran 
DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambatnya lima bulan 
sebelum ditetapkannya Anggaran Belanja Daerah; 
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2. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam 
mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD 
sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna; 
3. memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra 
rancangan APBD, rancangan APBD, perubahan dan perhitungan 
APBD yang telah disampaikan oleh Bupati; 
4. memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan 
anggaran yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD; 
5. menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap 
penyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD. 
 
Tabel VI 
Susunan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo 
Periode 2004 – 2009 
 























LISTYO NUGROHO, SE 
REBI SUPARNO 
HASMAN BUDIADI, SE MM 
Drs. MUH. AMIN 
MULYANTO, SH 
R. EKA JUNAEDI 
S. BUDI MARTONO, SH 
DWI JATMOKO,S.Sos,SH,MHUM 
KETUA  (PDI-P) 
WAKIL KETUA  (PAN) 
WAKIL KETUA   (P.GOLKAR) 
SEKRETARIS DPRD /BUKAN 
ANGGOTA 
ANGGOTA/KOMISI I (PPP) 
ANGGOTA/KOMISI II (PAN) 
ANGGOTA/KOMISI III (PKS) 
ANGGOTA/KOMOSI IV (PDI-P) 
ANGGOTA   (PKS) 
ANGGOTA   (PAN) 
ANGGOTA   (P.DEMOKRAT) 
ANGGOTA   (P.DEMOKRAT) 
ANGGOTA   (PDI-P) 








R. SUHARTO, A Md. 
SARJONO SM, SE 
ANGGOTA   (PDI-P) 
ANGGOTA   (PDI-P) 
ANGGOTA   (P.GOLKAR) 
ANGGOTA   (P.GOLKAR) 
 (Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo). 
 
f) Alat Kelengkapan Lain yang Diperlukan.  
  Pimpinan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang 
diperlukan berupa Panitia Khusus (Pansus) dengan keputusan DPRD, 
atas usul dan pendapat anggota DPRD setelah mendengar 
pertimbangan Panmus dengan persetujuan rapat paripurna. Pansus 
merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Jumlah 
anggota Pansus mempertimbangkan jumlah anggota komisi terkait dan 
disesuaikan dengan program/ kegiatan serta kemampuan anggaran. 
Anggota Pansus terdiri atas anggota komisi terkait yang mewakili 
semua unsur fraksi. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Pansus dipilih 
dari dan oleh anggota dan susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil 
Ketua Pansus ditetapkan dalam rapat paripurna. 
(Sumber Data: Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo) 
 
b. Pembagian Tugas – Tugas Keanggotaan DPRD Kabupaten 
Sukoharjo 
Berdasarkan didalam DPRD Kabupaten Sukoharjo yang sesuai 
dengan pasal 46, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 170/17/DPRD/XI/2004 Tentang Peraturan Tata Tertib 
Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo, pembidangan 
komisi –komisi dibagi beberapa bidang dengan sesuai mitra kerja yang 
ada, yaitu sebagai berikut: 
 
a. Komisi I : Bidang Hukum dan Pemerintahan 
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Bidang Hukum dan Pemerintahan tersebut meliputi tentang 
Permasalahan hukum, Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, 
Pengawasan dan Pemeriksaan, Kependudukan, Humas/informasi dan 
Komunikasi, Kepegawaian, Perijinan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, 
Pengolahan Data Elektronik, Sosial Politik, Organisasi Masyarakat, dan 
Pertanahan. 
Dan Mitra Kerja dari Komisi I adalah yang meliputi: Sekda, 
Asisten I Sekda, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Camat, Lurah dan 
Lurah Desa, Bagian Organisasi, Bawaspada, Bagian Kepegawaian Daerah, 
Humas Informasi dan Komunikasi, Pemberdayaan Masyarakat Desa, 
Pengolahan Data Elektronik, Satuan Polisi Pamong Praja, Kesbanglimas, 
Arsip dan Perpustakaan Daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), 
POLRI, Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Kependudukan Keluarga Berencana, 
Catatan Sipil dan Sekretariat DPRD. 
b. Komisi II : Bidang Ekonomi dan Keuangan 
Bidang Ekonomi dan Keuangan  tersebut meliputi 
Perekonomiaan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Pertanian, 
Perternakan, Kehutanan, Perkebunan, Pengadaan Pangan Logistik, 
Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah, 
Perusahaan Patungan Dunia Usaha, Penanaman Modal dan Pinjaman 
lunak. 
Dan Mitra Kerja dari Komisi II yaitu  meliputi: Sekda, Asisten II 
Sekda, Asisten III Sekda, Bagian Perekonomian, Bagian Perlengkapan, 
Bagian Umum, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Pengelola 
Kekayaan daerah, Dinas pertaniaan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi dan Penanaman Modal, PT. Bank BPD Jateng, Perusda dan 




c. Komisi III : Bidang Pembangunan  
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Bidang Pembangunan tersebut yaitu meliputi Pekerjaan Umum, 
Tata Kota, Pertamanan, Kebersihan, Perhubungan, Pariwisata, 
Petambangan dan Energi, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup. 
Dan Mitra Kerja dari Komisi III yaitu meliputi: Sekda, Asisten II 
Sekda, Bagian Administrasi Pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas 
Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Perencana Pembangunan 
Daerah, Dinas Lingkungan Hidup. 
d. Komisi IV : Bidang Kesejahteraan Rakyat 
Bidang Kesejahteraan Rakyat tersebut yaitu meliputi  
Ketenagakerjaan, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 
Kepemudaan dan Olahraga, Agama, Kebudayaan, Kesehatan dan Keluarga 
Berencana, Peranan Wanita dan trasmigrasi. 
   Dan Mitra Kerja Komisi IV yaitu meliputi: Sekda, Asisten II Sekda, 
Bagian Bina Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Dinas 
Pendidikan, Dinas Kesenatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor 
Kesejahteraan Sosial, Kantor Departemen Agama, Pengadilan Agama. 
  
 
c. Tata Cara Pembentukan Paraturan Daerah Di Kabupaten 
Sukoharjo 
 Hasil dari wawancara dengan anggota DPRD yaitu Bapak S.Budi 
Martono, S.H., Bapak Puguh S., S.H., dan Sekwan DPRD Kabupaten 
Sukoharjo Bapak Lasiman, S.H.,MM. Bahwa sesuai dengan diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 32   tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 
juga dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Teknis 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Maka tata cara proses 
pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Sukoharjo, telah diatur 
sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor: 170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo pasal 94-100. 
Maka tata cara pembentukan peraturan daerah terdiri dari tahapan-tahapan 
sebagai berikut: 
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1). Persiapan Pembentukan Peraturan Daerah 
 Bahwa DPRD memegang kekuasaan untuk membentuk suatu 
peraturan daerah. Suatu rancangan peraturan daerah dapat berasal dari 
DPRD itu sendiri atau juga dapat berasal dari Bupati. Suatu rancangan 
peraturan daerah yang telah disiapkan oleh Bupati disampaikan dengan 
surat pengantar dari Bupati kepada DPRD. Dan rancangan peraturan 
daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan 
Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dimana rancangan 
peraturan daerah tersebut harus disampaikan oleh pimpinan DPRD 
kepada seluruh anggota DPRD yang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
sebelum rancangan peraturan daerah tesebut dibahas dalam rapat 
paripurna. 
 Bahwa khusus pengajuan rancangan peraturan daerah yang 
berasal atau yang merupakan inisiatif dari anggota DPRD, dilakukan 
dengan tata cara sebagai berikut: 
(1) Sekurang - kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD dapat 
mengajukan suatu hak inisiatif rancangan peraturan daerah. 
(2) Hak inisiatif dari anggota DPRD tersebut kemudian 
disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan 
peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan 
diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD. 
(3) Hak inisiatif tersebut oleh pimpinan DPRD disampaikan pada 
rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari 
panitia musyawarah. 
(4) Dalam rapat paripurna para pengusul diberi kesempatan 
memberikan penjelasan atas hak inisiatif  yang diajukan. 
(5) Pembicaraan mengenai sesuatu hak inisiatif dilakukan dengan 
memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk 
memberikan pandangan. 
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(6) Hak inisiatif sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para 
pengusul berhak mengajukan perubahan dan atau mencabutnya 
kembali. 
(7) Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima 
atau menolak hak inisiatif DPRD. 
(8) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas hak 
inisiatif DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam 
pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa Bupati. 
 Dan apabila terdapat dua rancangan peraturan daerah yang 
diajukan mengenai hal yang sama, maka yang dibicarakan adalah 
rancangan peraturan daerah yang diterima terlebih dahulu. Sedangkan 
rancangan peraturan daerah yang lainya diterima kemudian 
dipergunakan sebagai pelengkap. 
 
2). Pembahasan Peraturan Daerah 
  Pembahasan suatu rancangan peraturan  daerah dilakukan 
oleh DPRD bersama dengan Bupati. Dimana pembahasan rancangan 
peraturan daerah tersebut dilakukan melalui empat tingkatan 
pembicaraan yaitu sebagai berikut: 
e. Pembicaraan Tingkat Pertama, meliputi: 
1) Penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna tentang 
penyampaian raperda yang berasal dari Kepala Daerah. 
2) Penjelasan dalam rapat paripurna oleh pimpinan komisi/ 
gabungan komisi/ pimpinan panitia khusus terhadap raperda 
dan/ perubahan peraturan daerah atas usul Prakarsa DPRD. 
f. Pembicaraan Tingkat Kedua, meliputi: 
1) Jika raperda aturan daerah berasal dari Kepala Daerah: 
a. Pandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap raperda 
yang berasal dari Kepala Daerah. 
b. Jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum 
fraksi-fraksi. 
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2) Jika raperda atas usul DPRD: 
a. Pendapat Kepala Daerah terhadap raperda atas usul 
DPRD. 
b. Jawaban dari fraksi-fraksi terhadap pendapat Kepala 
Daerah. 
g. Pembicaraan Tingkat Ketiga, meliputi: 
Pembahasan dalam rapat komisi/ gab. komisi / rapat panitia 
khusus yang dilakukan bersama-sama dengan kepala daerah/ 
pejabat yang ditunjuk. 
h. Pembicaraan Tingkat Keempat, meliputi : 
1) Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang 
didahului dengan : 
a.Lap. hasil Pembicaraan tahap ketiga 
b.Pendapat Akhir Fraksi 
c.Pengambilan Keputusan 
2) Penyampaian sambutan Kepala Daerah terhadap 
pengambilan keputusan. 
 Bahwa suatu rancangan peraturan daerah hanya dapat ditarik 
kembali sebelum dibahas oleh  DPRD dan Bupati. Dan jika rancangan 
peraturan daerah yang sedang dibahas maka hanya dapat ditarik 
kembali berdasarkan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati. 
Penariakan kembali rancangan peraturan daerah dilakukan oleh 
keputusan Pimpinan DPRD atau Bupati beserta dengan alasan–
alasannya. Sementara itu, maka rancangan peraturan daerah yang 
ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali. 
 
3). Penetapan Peraturan Daerah 
 Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama 
oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada 
Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Penyampaian 
rancangan peraturan daerah mendapat persetujuan bersama oleh DPRD 
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dan Bupati, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari 
terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.  Rancangan peraturan 
daerah tersebut setelah mendapat persetujuan bersama oleh DPRD dan 
Bupati, kemudian Bupati membubuhkan tanda tangan dalam jangka 
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan 
daerah disetujui. 
 Jika rancangan peraturan daerah tersebut tidak ditanda 
tangani oleh Bupati dan DPRD dalam waktu paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui 
bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi 
Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah 
oleh Sekretaris Daerah. 
 Sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi legislasi dalam 
penyusunan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Sukoharjo, 
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten 
Sukoharjo. Yaitu Raperda inisiatif DPRD ataupun pembahasan-
pembahasan Raperda usulan dari Eksekutif baik dalam tahap 
pembahasan di tingkat komisi – komisi maupun di tingkat panitia 
khusus. Selain itu peran yang lain adalah dalam memberikan 
tanggapan atas Raperda yang diajukan Eksekutif yang disampaikan 
dalam pandangan umum fraksi  - fraksi atas nota pengantar Raperda 
yang disampaikan oleh Bupati. Khusus untuk peran DPRD dalam 
pengajuan Raperda berdasarkan inisiatif dari anggota DPRD dalam 
kenyataannya yang terjadi di lapangan sangat terbatas, hal ini 
disebabkan karena berdasarkan data peraturan daerah di Kabupaten 
Sukoharjo yang ditetapkan sejak tahun 2004 hingga saat ini 2008, 
usulan Raperda yang berdasarkan inisiatif dari anggota DPRD baru 
satu saja. Dimana yang lainnya bahwa peraturan daerah semua berasal 
dari Eksekutif yaitu usulan dari Bupati. 
  Bahwa di DPRD Kabupaten Sukoharjo, tidak tersedia panitia 
legislasi yang khusus untuk mengurusi tentang penyusunan peraturan 
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daerah oleh DPRD bersama Bupati. Karena itu, maka di DPRD 
Kabupaten Sukoharjo dalam menyusun rancangan peraturan daerah  
hanya dilakukan oleh panitia khusus, jika Raperda yang mengenai Non 
APBD. Dan jika Raperda tersebut mengenai APBD maka 
pembahasannya melalui Panitia Anggaran. Sehingga untuk saat ini di 
DPRD Kabupaten Sukoharjo  belum menggunakan panitia legislasi. 
Hal tersebut bisa menjadi penyebab dari pasifnya DPRD dalam 
menggunakan hak inisiatif DPRD untuk mengajukan Raperda. Dan 
juga karena DPRD belum didampingi oleh staf ahli yang membidangi 
Ilmu Perundang – undangan, karena kenyataanya selama ini 
pendamping DPRD hanya dari staf Sekretariat DPRD, dimana tingkat 
keahlianya yang dimiliki juga masih terbatas dan belum memenuhi 
persyaratan yang sebenarnya. 
 Di dalam DPRD Kabupaten Sukoharjo, tidak membentuk 
panitia legislasi, yang khusus untuk menangani pembuatan Raperda 
hal tersebut dilakukan karena dalam DPRD Kabupaten Sukoharjo 
bahwa fungsi legislasi  adalah fungsi yang mencakup dari pengawasan, 
anggaran dan legislasi itu sendiri. Dimana dalam DPRD Kabupaten 
Sukoharjo, lebih mengutamakan Fungsi Anggaran/ Badgeting, 
dibanding dari Fungsi Legislasi dan Pengawasan. Jadi dalam DPRD 
Kabupaten Sukoharjo, bahwa Fungsi Legislasi itu merupakan 
mencakup juga   Fungsi Anggaran dan Pengawasan .  
    Dari tahun 2004 – 2008 sekarang ini, Perda yang telah 
dihasilkan di Kabupaten Sukoharjo adalah Lima puluh lima (55) Perda, 
baik Perda mengenai APBD maupun Non APBD. Tetapi dari 55 Perda 
yang telah dihasilkan tersebut, hanya satu (1)  Perda yang berasal dari 
inisiatif anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo. Tetapi Perda itupun 
juga telah mengalami perubahan – perubahan. Sehingga dari tahun 
2004 hingga sekarang Perda yang dihasilkan di Kabupaten Sukoharjo, 
didominasi oleh inisiatif  Eksekutif.  Meskipun demikian, DPRD 
mempunyai peran yang penting dalam pembahasan Raperda yang 
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diajukan oleh Eksekutif, karena meskipun Eksekutif yang telah 
mengajukan Raperda tersebut tetapi jika Legislatif tidak membahas, 
maka Raperda tersebut tidak dapat berjalan sebagai mestinya. 
Sehingga dapat dilihat meskipun DPRD tidak mengajukan Raperda, 
tetapi DPRD mempunyai peran yang penting dalam membahas suatu 
Raperda. Jadi disini dapat dilihat bahwa dalam pengajuan suatu 
Raperda peran dari Eksekutif dan Legislatif sama – sama penting, tidak 
dapat dipisahkan karena hubunganya  timbal balik saling 
membutuhkan satu sama lain.  
 
d. Peraturan Daerah yang telah dihasilakan di Kabupaten Sukoharjo 
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4 Th 2006 
16 Mei 2006 
 
 
5 Th 2006 
 
Rencana Umum Tata Ruang Kota 
(RUTRK) Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo 
 
 
Rencana Umum Tata Ruang Kota 
(RUTRK) Kec. Sukoharjo Kab. Sokoharjo 
 
 
Perhitungna Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 
 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2005 
 
 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) 
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahn Anggaran 2006 
 
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, 
Pengangkatan Pelantikan dan 
Pemberhentian Kepala Desa 
 
Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata 













LD Th 2005 
No.4  
 




LD Th 2006 
No.1 
 
LD Th 2006 
No.2 
 









































16 Mei 2006 
 
 
6 Th 2006 
16 Mei 2006 
 
 
7 Th 2006 
16 Mei 2006 
 
 
8 Th 2006 
16 Mei 2006 
 
 
9 Th 2006 





10 Th 2006 
4 Juli 2006 
 
11 Th 2006 
5 Agt 2006 
 
12 Th 2006 
18 Sep 2006 
 
















Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kab.Sukoharjo No.9 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten 
Sukoharjo  
 
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 
 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
 
 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 
 






















LD Th 2006 
No.10 
 
LD Th 2006 
No.11 
 
LD Th 2006 
No.12 
 






































14 Th 2006 
16 Des 2006 
 
 
15 Th 2006 




16 Th 2006 
16 Des 2006 
 
Tahun 2007 
1 Th 2007 




2 Th 2007 




3 Th 2007 
21 Peb 2007 
 
Kabupaten Sukoharjo No.9 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 
Kab. Sukoharjo 
 
Pembebasan Pungutan Retribusi 
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Kelahiran 
 
Pembebasan Pungutan Retribusi 
Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat 
Dasar di Puskesmas, Puskesmas Pembantu 
dan Puskesmas Keliling. 
 
Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2007 
 
 





Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, 
Fungsi Dan Susunan Organisasi Kantor 
Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo 
 
 
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, 



































































4 Th 2007 




5 Th 2007 




6 Th 2007 









8 Th 2007 




9 Th 2007 





Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo No.7 Tahun 2004 tentang 
Retribusi Izin Mengemudi Kendaraan 
Tidak Bermotor 
 




















Rencana Umum Tata Ruang Kota 



































































10 Th 2007 




11 Th 2007 




12 Th 2007 




13 Th 2007 




14 Th 2007 




15 Th 2007 





Rencana Umum Tata Ruang Kota 









Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme 




Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo No.6 Tahun 2000 Tentang 




Penggabungan Desa dan Perubahan Status 
Desa Menjadi Kelurahan 
 
 




































































16 Th 2007 




17 Th 2007 





18 Th 2007 
28 Juli 2007 
 
 
19 Th 2007 
11 Okt 2007 
 
20 Th 2007 
29 Okt 2007 
 
21 Th 2007 
29 Okt 2007 
 
22 Th 2007 
29 Okt 2007 
 
23 Th 2007 
29 Okt 2007 
 
24 Th 2007 
Penyerahan Sebagian Urusan Kewenangan 




Perubahan ketiga Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo No.9 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan 




Anggran Pendapatan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2006 
 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 
 
Perusahaan Air Minum 
 
 
Perusahaan Daerah Percetakan dan 
Penerbitan 
 
Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa 
 
 
Perusahaan Bank Pengkriditan Rakyat  
Bank Pasar  
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
































 22 Des 2007 
 
Tahun Anggaran 2008 Th 2007 
(Sumber: Bag.Hukum Pemkab Sukoharjo) 
 
1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tentang Badan 
Usaha Milik Daerah  inisiatif dari Eksekutif yaitu:  
a) Nota pengantar oleh Bupati Sukoharjo dalam rangka penyampaian 
4 (empat) rancangan peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo 
tentang Badan Usaha Milik Daerah 
b) Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten 
Sukoaharjo terhadap rancangan peraturan daerah tentang BUMD 
c) Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi – fraksi terhadap 
rancangan peraturan daerah tentang BUMD 
d) Pembahasan penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD 
dengan Bupati/ pejabat yang mengenai peraturan daerah BUMD 
e) Pembentukan panitia khusus yang beranggotakan dari masing-
masing fraksi yang mempunyai komposisi masing-masing dan 
beberapa wakil eksekutif yang berkepentingan 
f) Pendapat akhir dari masing –masing fraksi di DPRD Kabupaten 
Sukoharjo terhadap penandatanganan persetujuan bersama  
rancangan peraturan daerah tentang BUMD 
g) Persetujuan bersama DPRD Kabupaten Sukoharjo dengan Bupati 
Sukoharjo tentang Penetapan 4 (empat) Rancangan Peraturan 
Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Menjadi Peraturan 
Daerah Kabupaten Sukoharjo; 
h) Sambutan Bupati Sukoharjo dalam rangka penetapan persetujuan 
bersama DPRD Kabupaten Sukoharjo dan Bupati Sukoharjo 
terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan 
Usaha Milik Daerah  
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2) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tentang 
Perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 
Thun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo yaitu:  
a) Sekurang - kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD dapat 
mengajukan suatu hak inisiatif rancangan peraturan daerah. 
b) Hak inisiatif dari anggota DPRD tersebut kemudian disampaikan 
kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah 
disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh 
sekretariat DPRD. 
c) Hak inisiatif tersebut oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat 
paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari panitia 
musyawarah. 
d) Dalam rapat paripurna para pengusul diberi kesempatan 
memberikan penjelasan atas hak inisiatif  yang diajukan. 
e) Pembicaraan mengenai sesuatu hak inisiatif dilakukan dengan 
memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk 
memberikan pandangan. 
f) Hak inisiatif sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para 
pengusul berhak mengajukan perubahan dan atau mencabutnya 
kembali. 
g) Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima 
atau menolak hak inisiatif DPRD. 
h) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas hak inisiatif 
DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan 
rancangan peraturan daerah atas prakarsa Bupati. 
i) Penjelasan oleh pimpinan komisi/ gabungan komisi/ pimpinan 
panitia khusus terhadap perubahan Peraturan Daerah No.9 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD Kab. Sukoharjo.  
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j) Pendapat Bupati terhadap Perubahan Perda No.9 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD Kab. Sukoharjo.  
k) Jawaban dari fraksi-fraksi terhadap pendapat Bupati tentang 
Perubahan Perda No.9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sukoharjo.  
l) Pembahasan Pembentukan panitia khusus yang beranggotakan dari 
masing-masing fraksi yang mempunyai komposisi masing-masing 
dan bupati/ pejabat yang ditunjuk. 
m) Pendapat akhir dari masing –masing fraksi di DPRD Kabupaten 
Sukoharjo terhadap penandatanganan persetujuan bersama  tentang 
Perubahan Perda No.9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sukoharjo. 
n) Persetujuan bersama DPRD Kabupaten Sukoharjo dengan Bupati 
Sukoharjo tentang tentang Perubahan Perda No.9 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD Kab. Sukoharjo. 
o)  Sambutan Bupati Sukoharjo dalam rangka penetapan persetujuan 
bersama DPRD Kabupaten Sukoharjo dan Bupati Sukoharjo 
terhadap tentang Perubahan Perda No.9 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD Kab. Sukoharjo. 
 
2. Hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi di 
DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam Pembentukan Peraturan Daerah 
 Berdasarkan  wawancara dengan Bapak Lasiman, S.H.,MM, selaku 
Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo, dan beberapa anggota DPRD 
Kabupaten Sukoharjo yaitu; Bapak S.Budi Martono, S.H., Bapak Puguh 
S., S.H., serta Bapak Dwi J., S.Sos., S.H., M.Hum., pada hari Selasa 17 
Juni 2008. Bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi 
DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam pembentukan Perda, tidak ada 
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hambatanya. Hanya saja permasalahanya tidak adanya staf ahli yang 
mendampingi para anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo yang menjadi 
penyebab dari belum adanya atau pasifnya para anggota DPRD Kabupaten 
Sukoharjo dalam mengajukan inisiatif suatu Raperda.  
 Permasalahanya ada pada bagaimana Sekretaris DPRD Kabupaten 
Sukoharjo untuk menunjuk staf ahli dalam membuat suatu Naskah 
Akademis (N.A).  Yang sesuai dengan  pembidangan, pemilihan dan 
anggaran dari DPRD Kabupaten Sukoharjo sendiri. Karena, belum 
terpenuhinya kebutuhan dalam adanya staf ahli di DPRD Kabupaten 
Sukoharjo disebabkan oleh belum terpenuhinya anggaran yang yang cukup 
dalam DPRD Kabupaten Sukoharjo. Dan harus menggunakan naskah 
akademis tersebut, para anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo belum 
mengajukan Raperda yang berasal dari inisiatif anggota DPRD Kabupaten 
Sukoharjo. Dimana para anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo jika 
mengajuakan Raperda hanya menggunakan dasar dari UU No.10 tahun 
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, belum 




  Bahwa dalam kenyataanya pelaksanaan fungsi legislasi DPRD 
Kabupaten Sukoharjo dalam pembentukan peraturan daerah, sesuai 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 jo UU No.12 tahun 
2008 tentang Pemerintahan Daerah dan sudah sesuai dalam Keputusan 
DPRD Kabupaten Sukoharjo Nomor 170/17/DPRD/XI/2004 tentang 
Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo.  Berdasarkan Tatib 
DPRD Kabupaten Sukoharjo pasal 94 - 99, dimulai dari persiapan, 
pembahasan hingga penetapan suatu peraturan daerah di Kabupaten 
Sukoharjo sudah sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Sukoharjo 
Kabupaten Sukoharjo. Dan Perda yamng telah dihasilakan di Kabupaten 
Sukoharjo dalam periode 2004-2009 adalah 55 (lima puluh lima) yaitu; 54 
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(lima puluh empat) berdasar inisiatif Eksekutif dan 1 (satu) Perda inisiatif 
dari DPRD. Hal tersebut juga dikarenakan, bahwa peraturan tata tertib 
DPRD Kabupaten Sukoharjo tersebut menjadi undang-undang di dalam 
DPRD Kabupaten Sukoharjo, sehingga semua hal yang berkaitan dengan 
DPRD, harus berdasar dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan tata 
tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo tersebut. Meskipun di DPRD 
Kabupaten Sukoharjo tidak menggunakan panitia legislasi dalam 
pembentukan suatu peraturan daerah, tapi hanya menggunakan panitia 
khusus untuk membahas suatu raperda. Tetapi hal tersebut tidak 
menjadikan alasan untuk menjadikan kinerja para anggota DPRD 
Kabupaten Sukoharjo menjadi terhambat. Dalam DPRD Kabupaten 
Sukoharjo tidak menambah alat kelengkapan panitia legislasi, dikarenakan 
bila menggunakan panitia legislasi akan menjadikan kinerja para anggota 
DPRD Kabupaten Sukoharjo menjadi terbatas. Sehingga bila 
menggunakan panitia khusus dapat menyeluruh kesemua para anggota 
DPRD Kabupaten Sukohajo lainya untuk dapat memberikan masukan dan 
pendapatnya terhadap raperda yang telah diajukan oleh Bupati. 
  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo 
melaksanakan fungsi legislasi dalam pembentukan peraturan daerah, tidak 
mempunyai hambatan-hambatan. Meskipun hanya terhambat dalam 
masalah tidak adanya staf ahli yang dapat mendampingi para anggota 
DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam mengajukan inisiatif raperda. Hal 
tersebut lebih disebabkan oleh terhambatnya masalah anggaran di DPRD 
Kabupaten Sukoharjo dan terhambat dari Sekwan  untuk menunjuk 













1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Sukoharjo 
dalam   Pembentukan Peraturan Daerah 
Bahwa pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sukoharjo 
dalam Pembentukan Peraturan Daerah itu sesuai dengan, yaitu meliputi: 
a. Pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam 
pembentukan peraturan daerah selama periode 2004-2009 saat ini telah 
sesuai dalam Keputusan DPRD Kabupaten Sukoharjo Nomor 
170/17/DPRD/XI/2004 Tentang  Tata Tertib DPRD Kabupaten 
Sukoharjo, yaitu pada pasal 94-100. Dari diawali dengan adanya nota 
pengantar dari bupati/ persiapan pembentukan peraturan daerah, 
pembahasan, dan hingga penetapan peraturan daerah. 
b. Pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam 
pembentukan peraturan daerah selama periode 2004-2009 saat ini telah 
menghasilkan 55 (lima puluh lima) peraturan daerah. Baik yang 
berasal dari inisiatif eksekutif yaitu 54 (lima puluh empat) peraturan 
daerah yang telah dihasilkan dan 1 (satu) peraturan daerah hasil dari 
inisiatif legislatif. 
 
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD 
Kabupaten Sukoharjo dalam Pembentukan Peraturan Daerah 
Bahwa sebenarnya di DPRD Kabupaten Sukoharjo tidak 
mendapatkan suatu hambatan di pelaksanaan Fungsi Legislasi dalam 
Pembentukan Peraturan Daerah, dimana yang menjadi masalahnya adalah 
Bagaimana Sekretaris DPRD untuk menunjuk seorang Staf Ahli dalam 
membuat Naskah Akademis. Karena kurangnya penguasaan tentang legal 
drafting oleh para anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo, dan terhalang 
dengan  badgeting anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam 
pelaksanaan pembentukan suatu peraturan daerah di Kabupaten Sukoharjo. 
Maka sampai saat ini Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo belum bisa 
menunjuk seorang staf ahli untuk dapat mendampingi para angoota DPRD, 
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dalam membahas suatu raperda, karena bebutuhan dari pemenuhan staf 
ahli belum dapat terpenuhi karena delum tercukupinya suatu anggaran 
dalam DPRD Kabupaten Sukoahrjo. Sehingga sampai saat ini pembahasan 
raperda hanya dilakukan oleh panitia khusus yang belum didampingi oleh 





1. Para anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo seharusnya harus lebih aktif 
dari pada eksekutif dalam membuat praturan daerah, karena legislatif 
dan eksekutif mempunyai hak yang sama, apalagi para anggota DPRD 
adalah wakil rakyat. Sehingga mereka seharusnya lebih tahu apa 
sebenarnya peraturan yang lebih dibutuhkan oleh rakyat untuk menjadi 
yang lebih baik lagi dan bertujuan untuk kepentingan rakyat pastinya. 
 
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo hendaknya segera menunjuk 
staf ahli untuk mendampingi para anggota DPRD Kabupaten 
Sukoharjo dalam pembentukan peraturan daerah. Agar dapat lebih 
aktif dalam mengajukan inisiatif suatu raperda, Sehingga dapat 
meningkatkan kedisiplinan masyarakat khususnyan masyarakat 
Sukoharjo, Karena Legislatif adalah wakil rakyat yang dekat dengan 
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